
BUPATI KI]ITAI KARTAI{EGARA

Menimbang

Mengingat : i.

PERA?URAI{ BUPA?I KU?AI KARTAUEGARA
rrAarAR F,i rl-t?if Ara{ 6NlJIVllrS( i' lA.ElLrlI Zlrlr,

aFltar lti
t' E rl lAl!.rr

PEDOhilAI[ PELJIKSAIIAAI{ PROGRA}f, BEDAH R$BilAT{
PEIIDUDUK MISKI!5 DI KABUPATEN KUTAI I(ARTAI{EGARA

DENGAIT RAIIMAT T{'HAN YAI{G MAHA ESA

BUPATI KUTAI I(ARTAITEGARA,

: a. bahwa masyarakat miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara
masih raenempati rumah tinggai yang jauh dari mercenuhi
pers-varatan rumah sehat, seiringga berdampak pada
penurunan kualitas hidup derr keseha-tan rnasyarakat;

b, trah:x'a da.la"rn ra*gka mendukung Prngra:-n Penanggr:la.ngan
Keirriskinam dan peningkatan salair safu hak-hak dasar
maqrarakat miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara
khususr:ya di bidang penimahan -),ang layak Pemerintah
Daerah Kabupaten Ku-tai Kartanegara melaksanakan program
perbaikan rumah tak layz.k truni deng;ra cara pernberian
bantuan stimulan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b diatas, maka perlu membentuk Peraturan
Bupati Kuiai Kartanegara tentang Pedoman Peiaksanaan
Program Bedah Rumahr Penduduk Miskin di Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Undang-Undang Nomar 27 Tah,un i959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Ncmor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalir:rantan il,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nornor 9) sebagai
Undalg-Undang {Lemba-ran Negara Repubiik Indonesia Ta-tiun
195q Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia l.lomor I 82Oi;

C.

2. UnCang-Undang Norncr 8 Tahun 1q85 ?entang Organisasr
Kemasyarakatan {Lembaran Negara Repu-blik Indonesia Tahun
1985, Tambahan Lembaran Irtregara Republik Indcnesia Nomor
32e8i.;

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun L999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang iriomor 2A Tahun 2001
tente.ng Pemtrerantasan Tin<lak Pidana Kcmpsi (Leml:ara*-
Negara Republik Indonesia T'a-Lun 2OO1 Nornor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
+ r JUJ;
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4.

3-

6.

7.

q.

10.

Undang-Undalg Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran l{egara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3885);

Undang-Un<iang Nomor 17 Tahun 2CO3 tentang Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3
Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2861;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AO4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungiarvab Keuangan Negara {Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor aaOO);

Undang-Undang Nomor 32 Tahuo 2OO4 tentang Pemerintahan
Daerah iknrbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repu-blik Indonesia
Nomor 44371sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-t-Indang Repulik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang Pemerintah Daerah
(Lembara-tr Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aB4al;

Undang-Undang Nomcr 33 Tahun 2OA4 tentang Perir:abangan
Keuangan Antara Pemerintah Fusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor
126, Tambahan lembaraa Negara Republik Indonesia Nomor
aa3B);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2AA9 tentang Kesejahteraan
Sosial {Lembararr Negara Republik Indonesia Tahun 2OA9
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a9671;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20tl tentang Pembentukan
Peraturan Pemndang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2A1,1 Nornor 82, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 523ai;

1i. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2411 tentang Penanganan
Fakir Miskin {Lernba"ran Negara Republik Indonesia Tahun
2OLL Nomor 83, Tambahaa lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 5235);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2AA2 tentang
Peruba-han Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai
Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OOl Nomor 13);

8.



13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOS Nomor 14O, Tarnbahan Lernbaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor a578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OOS tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelalranan
Minimal {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOs
Nomor 15O, Tambahan [rmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor a585);

15. Peratus'an Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pernerintah Daerah Provinsi dan Femerintah Daerah
Kabupatenf Kota {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2AO7 Nornor 82, Tambahan Lemharan Negara Republik
Indonesia i{omor a7371;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 52721;

L7. Peraturan Presiden Reputrlik Indonesia Nomr:r 15 Tahun 2O1O
tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

18. Peratr.lran Presiden Repubiik Ind.onesia Ncmor 54 Tahun 2O1O
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahan
Peraturan Presiden Republik Indoaesia Nomor 7O Tahun 2Ol2
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Repubtik
Indonesia Nomor 54 Tahun 20i.O tenta:rg Pengadaan
Barangl Jasa Pemerintah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 20A6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan iVlenteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2AAT tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik lndonesia Nomor 2L Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedu.a Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Repubiik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaaa. Keua-c.gan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42
Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37
Tahun 2C12 tentang Pedoman Perry-usunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O13;



Menetapkan

22" Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahrm zOfi teatang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2
Tahun 2AC7 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah di
Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2AA7 Nomor 2);

24. Peraturan Daerah Ka.bupaten Kutai Kartanegara Nomor 11
Tahun 2OOB tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi
Kewenangan Pernerintahan Kabupaten Kutai l{e.:.tanega:.:a

{Irmbaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2OO8
Nomor 11);

25. Peraturan Daerah Ka-bupaten Kutai Kartanegara Nomor I
Tahun 2A1l tentarg Perubahan Pertama Atas Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata
i{erja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara [,embaran
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun ZOLL Nomor 9).

MEMUTUSKAN

: PERATTIRAIIT BUPATI KU"AI I{ARTAI{EGARA TEN?AIYG
PEDOMAIS PEI"AKSAISAAIT PROGRAffi BEDAII RI}MAH
PENDT'DTTK MIStflN DI KABITPATEH KUTAI I(ARTANEGARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasai i

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1" Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati daa Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.

3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

5. Assisten Kesejahteraan Rakyat dan Hurnas adalah Assisten
Kesejairtera.an Raky-at dan Humas Sekretariat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara-

6. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Snsial Kabupaten
Kutai Kartanegara.



7.

8.

o

10.

11,

13.

14.

15.

16.

L2.

Komando Disfrik Militer 0906 Tenggarong selanjutnya disebut
dengan KODIM 0906 Tenggarong adaiah satuan militer yang
melaksanakan operasi militer selain perang khususnya
membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya.

Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial adalatr Kepala Bidang
Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin dan Peranan
Keluarga adalah Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir
Miskin dan Feranan Keluarga Dinas Sosial Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Badan Pusat Statistik yang seiarr"jutnya disingkat BPS adalah
Badan Pusat Statistik Kahupaten Kutai Kartanegara.

Camat ad-alah Camat dari seluruh Kecamatan di Wilayah
Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pemerintah Kelurahan adalah Lurah dan LPM beserta seluruh
jajarannya di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa tlan BPD beserta
seluruh jajarann3'a di a,ila1'ah Kabupaten Kr:tai Kartanegara.

Tim Verifikasi ada-lah Tim 3'ang dibentuk ditingkat kabupaten
yang bertrrgas untrrk melakukan pembinaan, pengawasan dan
evaluasi secara periodik terhadap proses dan hasil kegiatan
Bantuan Pada Rumah tidak Layak huni di Kabupaien Kutai
Kartanegara.

Rurnah tidak layak huni adaJah suatu hunian ata.u tempat
tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi
persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non
teknis.

Bedah Rumah Penduduk Miskin adalah Program tremerintah
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalarn rangka
meningkatkan kesejahteraan rnasl'arakat dengan jalan
perbaikan kondisi rumah yang tadinya tidak layak menjadi
layak huni.

Rekrabilitasi R'mah Tidak Layak Huni adalah kegiatan
pelaksanaan proglram bedah rumah datam rangka
penanggulangan kerniskinan dalam bentuk rehabilitasi rumah
tidak layak huni bagi masyarakat rniskin di Kabupaten Kutai
Kartanegara"

Monitoring adalah suatu kegiatan monitoring atau mengawasi
seluruh aktivitas yang dilakukan daiam kegiatan.

Evaluasi adalah kegiatan memulai kew4iiban dan suatu
aktivitas atau kegiatan untuk menghasilkan perencanaan
sebelumnya yang dapai dilihat dari Lrdikator keberhasilan
atau kegiatan pada waktu pelaksanaannya.

17.

18.

19.



{u

{2}

20. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP
adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang
diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh
wilay-ah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

21,. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu
identita-s keluarga yang memuat data tentang nama, $usunan
dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota
keluarga.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pelaksanaan Program Bedair Rumah Penduduk Miskin y-ang
dimaksud merupakan salah safi-r strategi penaaggulangan
kemiskinan dalam menumbuh kembangkan dan memperkuat
nilai-nilai kepedulian clan kesetiakawanan sosial serta nilai-
nilai kearifan lokal yang potensial dalam mendukung
pembangunan kesejahteraan scsial di Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Pelaksanaan Program Bedah Rurnah Penduduk Miskin
diseienggarakan dengan tqluan:
a. menyediakan bantuan rehabilitasi pada rumah tidak layak

huni bagi keluarga miskin di Kabupaten Kutai
Kartanegara;

b. menuflrnkan jumlah rumah tidak layak huni; dan
c. menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Kutai

Kartanegara.

Sasaran Program Bedah Rumah Penduduk Miskin meliputi :

a. setiap Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara yang
dibuldikan dengan kepemilikan KTP;

b. setiap penduduk yang telah menikah yang dibuktikan
dengan kartu keluarga sebagai kepala keluarga; dan

c. setiap penduduk yang memiliki hak kepemilikan atas
tanah yang dibulrtikan dengan sertifikat tanah dan/atau
surat kepemiiika:r tanah
Desa/ Kelurahan setempat.

yang diterbitkan oleh

BAB III
KRITERIA KEGIATAN RUMAH TIDAK I,AYAK HUNI

Pasal 3

Kriteria Kegiatan Rumah Tidak
berdasarkan :

a. kondisi rumah; dan
b. kondisi lingkungan,

ID\
t.J,

{u Layak Huni ditetapkan



(2) Kondisi rr-rrnah sehagaimana dimaksud paCa ayat (1) hr"rruf a,
harus memenuhi sebagian darrlatau seluruh persyaratan
sebagai berikut :

a. luas lantai rumah kurang dari I m2 per orang;
b- dinding lrmah dalam keadaan rusak dan/atau terbuat

dari bahan y'arlg tidak pefinanen dan mudah rusak;
c. atap dalam kondisi rusak atau terbuat dari bahan Jrang

mudah rl.rsak dan tidak tahan lama;
d. lantai nrmah terbuat dari tanah atau bahan lain tetapi

dalam kondisi rusak sehingga berbahaya bagr kesehatan
penghunin"ya;
tidak memiliki fasilitas Mandi Cuci Kakus; dan
kondisi rumah secara umum ti<iak memenuhi kriteria
rumah sehat.

{3} Kondisi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (li
huruf b meliputi :

a, lingkungan kumuh;
b. saluran pembuangan air tidak menrenuhi standar;
c. jalan setapak tidak diatur; dan
d. letah rumah tidak teratur dan berhimpitan.

(4) Petunjuk teknis untuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi
rumah tidak layak huni _yang dimaksud dalam Pasal 3 diatur
selanjutnya datram Keputusan Kepala Dinas Sosial.

(5) Penetapan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PET,IBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan anggaran pelaksariaari Program Bedah Rumah
Penduduk Miskin bagi penduduk miskin bersumber dari :

a. APBD Kabupaten Kutai Kartanegara melalrri DPA SKPD
Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara; dan

b. sumber-surnber lain yang sah dan ].ang tidak mengikat.

Besaran braya bantuan untuk Prcgram Bedah Rumah
Penduduk Miskin disesuaikan dengan kiasifikasi dan ietak
wda5;4fu, Yaitu :

a. wilayah pesisir yang meliputi ; Kecamatan Saaga-Sanga,
Muara Jawa, Sarnhoja, Anggana, Muara Badak, dan
Marangkayu, dengan ukuran rumah seluas 36 rn2, dengan
anggaran maksimal sehesar Rp, 75.OOO-OOO,- (Tujuh
Puluh Lima Juta Rupiah) per rumah;

b. wilayah Tengah yang meliputi ; Tenggarong, Tenggarong
Seberang, Loa Kulu, Loa Janan dan Sebulu dengan
ukuran rumah seluas 36 m2, dengan anggaran maksimal
sebesar Rp. 7O.OOO.C00,- (tujuh Puluh Juta Rupiah) per
rumah; dan

i
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c. wilayah Hulu yang meliputi ; Kecarnatan Muara Kaman,
Kota Bangun, Muara Wis, Muar"a Muntai, Kenohan,
Kembang Janggut, dan Tabang dengan ukuran rumah
seluas 36 trr2, dengan anggaran maksimal sebesar Rp.
9O.OOO.OOO,- {Sembilan Puluh Juta Rupiah} per/rumah.

BAB V
PROSEDUR PELAKSANAAN

PASAL 5

Prosedur pelaksanaan Program Bedah Rumah Penduduk Misir:in
terdiri dan:
a. dibentuknya tirn pelaksana persiapan berkoordinasi dengan

Dinas Sosial dan instansi terkait;
b. program Bedatr Rumah Penduduk Miskin

disosialisasikan dengan sasaran masyarakat setempat; dan
c. permohonan dilakukan secara kolektif melalui Kepala

Desa/Lurah dan Camat -vang ditujukan kepada Kepala Dinas
Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni
bagr penduduk miskin dan/atau masyarakat miskin
dilaksanakan melaiui kegiaian yang mengacu pada DPA SKPD
Dinas Sosial Kabupatea Kutai Kartaaegara pada Prograrn
Bedah Rumah BaSr Penduduk Miskin yang dilaksanakan
berdasarkan ketentuan prlndang undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaanoya. f)inas Sosial trerkoordinasi dengan
Dinas Cipta Kaqra, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dan
Kodim 0906 Tenggarong.

Pasal 7

{1) Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Tim Monitoring dan
evaluasi kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni
terhadap proses dan hasil pekerjaan, serta dampaknya
terhadap masya-rakat dengan melibatkan u.nsur-unsur terkait.

{2} Dengan ketentuan penetapan pelaksanaan kegiatan
rehabilitasi rrrmah tidak layak huni yang dimaksud dalam
Pasal 7 diatur selanjutnya dalam Surat Keputusan Bupati.

tu

{2}



BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAII{

Pasal 8

Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan
Bupati Nomor 46 Tahun 2A12 tentang Pedoman Pelaksanaan
Rehabilitasi Rumah 

"idak 
Layak Huni di Kabupaten Kutai

Kartanegara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUA}{ PENUTUF

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanegal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerinialikan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalarn Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 22 Januari 2013

EDI DAIIIAI{SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN
TAHUN 2AI3 NOMOR 5

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 22 Januari 20L3

PIt. SEI{RE"TARIS DAERAII
I{A3T'PATEIT KITTAI XARTAITEEARA,

BT'PATI Iil'TAI I(ARfAI{EGARA,

KARTANEGARAKUTAI


